
LAPORAN
KEUANGAN

TINGKAT UAPPA-WILAYAH
KANWIL DJKN BANTEN

TA 2025 (AUDITED)



KATA
PENGANTAR

          Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai
tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinya. 
       Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan adalah salah satu entitas
akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi
dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan. 
     Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil DJKN Banten mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-
kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah
disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi
keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. 
         Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada
para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada
Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan. Disamping itu, laporan
keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam
pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance)

Serang, 04 Mei 2026 
Kuasa Pengguna Anggaran

Ditandatangani secara elektronik
Kusuma Santi Wahyuningsih
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PERNYATAAN
TANGGUNG
JAWAB
          Laporan Keuangan Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana
terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah
disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah.

Serang, 04 Mei 2026 
Kuasa Pengguna Anggaran

Kusuma Santi Wahyuningsih
Ditandatangani secara elektronik



RINGKASAN
LAPORAN
KEUANGAN
Laporan Keuangan Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan Tahun
2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini
meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2025. 
Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp44.230.437.000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak atau mencapai 175 persen dari
estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp77.395.288.395. Realisasi Belanja Negara sampai
dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.136.527.375 atau mencapai 53 persen dari
alokasi anggaran sebesar Rp19.076.870.000.

NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas
pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Januari 2025 dicatat dan disajikan sebesar
Rp215.611.767.086 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp10.281.947.527; Piutang
Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp205.303.379.183 dan Aset
Lainnya (neto) sebesar Rp26.440.376. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar
Rp9.903.743.792 dan Rp205.708.023.294.

LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari
operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar
biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp75.762.149.469 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar
Rp12.546.991.250 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar
Rp63.215.158.219, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa
masing-masing sebesar Rp4.614.485.850 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO
sebesar Rp58.600.672.369.



RINGKASAN
LAPORAN
KEUANGAN (2)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025
sebesar Rp215.742.041.604 dikurangi Surplus-LO sebesar Rp58.600.672.369 kemudian
dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp6.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar
Rp(68.636.087.679) sehingga terdapat penurunan entitas sebesar Rp(10.035.409.310)
sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp205.706.632.294,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula
dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar atas laporan keuangan. 
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir sampai dengan tanggal 31
Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan
Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan
perdasarkan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN

(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)
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KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
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LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN

(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN

(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN

(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar atas laporan keuangan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan
Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun
2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.



Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian
Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan dengan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 

SAKTI terdiri dari beberapa Modul, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul
Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger Pelaporan
(GLP). SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja
yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan
Perubahan Ekuitas, laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Laporan
Keuangan ini memuat informasi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Anggaran pada
Kanwil DJKN Banten.

A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

A.3 BASIS AKUNTANSI

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Audited Periode TA 2025 Kanwil DJKN Banten
menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional,
dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan
Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis
akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar, hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. 

A.4 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap
pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis. 
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai
wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat
sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi
kewajiban yang bersangkutan. 
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, Transaksi yang
menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah.



Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kanwil DJKN Banten Selaku
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah/Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara/Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang
Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama
pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan
Keuangan adalah sebagai berikut:
(1) Pendapatan- LRA 
      Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). 

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

(2) Pendapatan- LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan
direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan
pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut: 

1. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan, 
2. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu

sewa, dan
3. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau

dokumen lain yang dipersamakan.
Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI



(3) Belanja 
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN Khusus pengeluaran melalui
bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi
berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

 
(4) Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi
berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

 
(5) Aset 
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset
Lainnya. 

1. Aset Lancar
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta
asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai
perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak
yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

b)Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan
hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban
secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.



Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable
value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.
Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh
tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya
adalah sebagai berikut: 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR)
yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai
Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
dikalikan dengan  

1. harga pembelian terakhir, apabila diperolehdengan pembelian; 
2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 
3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.  

2. Aset Tetap 
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah
maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. 
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai
berikut:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya
sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah); 

2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); 

3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di
atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan,
dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Kualitas
Piutang

Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0,5%

Kurang Lancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama
tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak
dilakukan peluansan

50%

Macet
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak
dilakukan pelunasan

100%



Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang
disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum
tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain
pada pos Aset Lainnya. 
Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca
pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang
undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

3. Penyusunan Aset Tetap
Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

1. Tanah;
2. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam

kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang
untuk dilakukan penghapusan.
Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester
tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap
semester selama Masa Manfaat
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan
Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
Penggolongan Masa Manfaat 

4. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima
dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat
direalisasikan.

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d. 40 tahun

Aset Tetap Lainnya 4 tahun



5. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka
panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak
ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga
perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. 
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus
dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak
dilakukan amortisasi.
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi
Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara
umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

      Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 

6. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang.

7. Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.
Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Software 4 tahun

Franchise 5 tahun

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang,
Desain Tata Letak Sirkiut Terpadu

10 tahun

Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas
Tanaman Semusim

20 tahun

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Variertas Tanaman
Tahunan

25 tahun

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak
Ekonomi Produser Fonogram

50 tahun

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I 70 tahun



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
Selama periode berjalan Satuan Kerja di lingkup Kantor Wilayah DJKN Banten telah
melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini
disebabkan oleh adanya perubahan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada
saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja,
yaitu: 

B1. Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp77.395.288.395 atau mencapai 175 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan
sebesar Rp44.230.437.000 Pendapatan Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian
Keuangan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebesar Rp77.395.288.395.

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 29% dibanding tahun sebelumnya.
Rincian pendapatan adalah sebagai berikut : 



B.1.1 Penerimaan Pajak
Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Penerimaan Pajak TA 2025 sebesar 0,00 dari
TA 2024. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp77.395.288.395 dan Rp59.877.690.668
Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 29% dari TA 2024. 



B2. Belanja
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah Rp10.136.527.375 atau 53% dari anggaran belanja
sebesar Rp19.076.870.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah
sebagai berikut:

Sedangkan Rincian PNBP lainnya adalah sebagai berikut:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalam penurunan sebesar
53%. Peningkatan realisasi belanja antara lain, sebagai berikut: 
1. Terdapat pagu anggaran untuk belanja modal pada TA 2025. 
2. Adanya peningkatan pagu anggaran pada belanja barang terutama pada belanja barang
operasional, belanja barang persediaan konsumsi, belanja pemeliharaan dan belanja
perjalanan dalam negeri. 
3. Terdapat peningkatan pagu bersumber PNPB yang berasal dari Rincian Output (RO) baru
pada lingkup Kanwil DJKN banten yaitu Risalah Lelang Usaha Mikro, Kecil, Menengah
(UMKM), Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan Penggalian Potensi Lelang
yang mengakibatkan meningkatnya pagu anggaran tahun 2025. 

Adapun rincian realisasi belanja TA 2025 dan 2024. Berikut rincian realisasi belanja TA
2025 dan 2024. 

B.2.1 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing
sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam
bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal. 

Tidak adanya Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 disebabkan Kantor Wilayah
DJKN banten telah mengimplementasikan sentralisasi belanja pegawai sesuai Peraturan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan
Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena
itu, pengelolaan Belanja Pegawai sejak bulan Agustus tahun 2020 beralih ke Kantor Pusat
DJKN 



B.2.2 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing
sebesar Rp9.754.827.980 dan Rp10.018.742.782. Belanja Barang adalah pembelian barang
dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun
yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar
-2.63% dari Realisasi TA 2024. 
Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan.



B.2.3 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing
sebesar Rp381.699.395 dan Rp6.881.601.471. Belanja Modal merupakan pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi.

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-
masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan
TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh:

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
adalah masing-masing sebesar Rp381.699.395 dan Rp2.265.423.021. Realisasi tersebut
pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar -83% dibandingkan TA 2024. 



B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.616.178.450. Rincian sebagaimana terlampir:

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan
2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, rincian sebagaimana terlampir:

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya
Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, rincian sebagaimana terlampir:



B.2.4 Belanja Bantuan Sosial
Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing
masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan
TA 2024. Rincian Belanja Bantuan Sosial, sebagaimana terlampir:

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran
-



C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah
tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum
dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara. Per 31 Desember
2025 dan 2024, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah masing-masing sebesar Rp.0
dan Rp.0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.2 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang
(dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada
periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima
oleh pihak lainnya. Per 31 Desember 2025 dan 2024, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
adalah masing-masing sebesar Rp128.480.660 dan Rp1.449.919.601,-
Adapun rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut:

C.3 Belanja di Bayar di Muka
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal
neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau
jasa belum diterima seluruhnya. Per 31 Desember 2025 dan 2024, saldo Belanja di Bayar di
Muka adalah sebesar Rp 0- dan Rp 0. 
Adapun rincian Kas Belanja di Bayar di Muka adalah sebagai berikut: 



C.4 Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Per 31 Desember 2025 dan 2024,
jumlah Persediaan (Barang Konsumsi) adalah masing-masing sebesar Rp237.128.560 dan
Rp203.307.196. Adapun rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

C.5 Gedung dan Bangunan
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp60.459.265.874. .
Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai
berikut: 

C.6 Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap
Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp82.889.550. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap
Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : 



C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp30.474.769.208 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas
nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain
untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

C.8 Aset Tak Berwujud
Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 adalah Rp0. Aset Tak Berwujud
merupakan aset yang dapat diidentifikasikan dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud
fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut: 



C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah
Rp619.530.264 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya
yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya
merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau
masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker.
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan
nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan
amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember
2025 adalah sebagai berikut:

C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga
Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar
Rp9.860.729.542 dan Rp19.700.297.293. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban
yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu
kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada
Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

C.12 Ekuitas 
Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp205.706.632.294
dan Rp191.990.777.773. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.

C.9 Aset Lain-lain 
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah Rp0,- Aset Lain-lain merupakan Barang
Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam
operasional entitas.



D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2025 dan 2024 adalah sebesar Rp76.075.539.469 dan Rp59.877.690.668,- Realisasi
pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya
sebesar 27%. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut 

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.2 Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
adalah masing- masing sebesar Rp159.473.925 dan Rp211.183.536. Beban Persediaan
merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk
barang barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan
Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -24 persen dibandingkan dengan Tahun 2024.
Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut 



D.3 Beban Barang dan Jasa
Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan
2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.562.353.953 dan Rp6.070.825.814. Beban Barang
dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang
timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban
Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 8 persen dibandingkan dengan
Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai
berikut :

D.4 Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah
masing-masing sebesar Rp2.421.073.464 dan Rp2.274.077.741. Beban Pemeliharaan
merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya
yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami
kenaikan sebesar 6 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian Beban Pemeliharaan
untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :  



D.5 Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
adalah masing-masing sebesar Rp1.574.907.036 dan Rp1.493.696.179. Beban Perjalanan
Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan
tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar
5.44 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai
berikut:

D.6 Beban Peenyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025
dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.829.081.872 dan Rp2.928.970.614. Beban
Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai
suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset
yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi
penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah
sebagaiberikut 



D.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak
tertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

D.8 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp313.390.000 dan
Rp316.848.789.

D.9 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing -masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.



D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0- dan Rp0,-.

D.11 Pos Luar Biasa
Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
adalah masing-maisng sebesar Rp0,- dan Rp0,-.
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan
bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar
Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



E.1 Ekuitas Awal
Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing
masing sebesar Rp215.742.041.604 dan Rp191.990.777.773.

E.  PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN   
     PERUBAHAN EKUITAS

E.2 Surplus / Defisit LO
Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024 adalah sebesar Rp58.600.672.369 dan Rp48,192,520,310. Surplus/Defisit
LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar
biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk Desember
2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah
sebesar Rp6.000.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset
Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-
masing sebesar Rp.0 danRp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai
persediaan akibat penerapan kebijakanharga perolehan terakhir

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan
karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar
Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai
berikut:



E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi
Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing
masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas
reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset
Selisih RevaluasiAset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 danRp.0,00. Revaluasi tersebut
berasal dari Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan
pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp16,896,456,000.



E.4.6 Koreksi Lain-Lain
Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.000 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain
merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas
pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah
Koreksi Lain-Lain terdiri dari:

E.4.7 Transaksi Antar Entitas
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(68,636,087,679) dan
Rp(41.346.577.915). Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau
lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN
maupun KL dengan BUN terdiri dari :

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda
tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF



LAPORAN
KEUANGAN

TINGKAT UAKPA - SATKER
KANWIL DJKN BANTEN

TA 2025 (AUDITED)



KATA
PENGANTAR

          Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai
tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinya. 
       Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan adalah salah satu entitas
akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi
dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan. 
     Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil DJKN Banten mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-
kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah
disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi
keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. 
         Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada
para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada
Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan. Disamping itu, laporan
keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam
pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance)

Serang, 04 Mei 2026 
Kuasa Pengguna Anggaran

Ditandatangani secara elektronik
Kusuma Santi Wahyuningsih
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PERNYATAAN
TANGGUNG
JAWAB
          Laporan Keuangan Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana
terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. 
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Serang, 04 Mei 2026 
Kuasa Pengguna Anggaran

Kusuma Santi Wahyuningsih
Ditandatangani secara elektronik



RINGKASAN
LAPORAN
KEUANGAN
Laporan Keuangan Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan Tahun
2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini
meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2025. 
Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp3.100.170.735 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak atau mencapai 105 persen dari
estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp2.963.828.000. Realisasi Belanja Negara sampai
dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.529.004.986 atau mencapai 77 persen dari
alokasi anggaran sebesar Rp3.299.624.000.

NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas
pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Januari 2025 dicatat dan disajikan sebesar
Rp56.351.382.135 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp125.831.033; Piutang Jangka
Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp56.225.551.102 dan Aset Lainnya (neto)
sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.050.000 dan
Rp56.350.332.135.

LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari
operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar
biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp2.877.224.841 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar
Rp3.702.590.929 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar
Rp825.366.088, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-
masing sebesar Rp4.774.122.000 dan Rp5.599.488.088 sehingga entitas mengalami Defisit-
LO sebesar Rp5.599.488.088.



RINGKASAN
LAPORAN
KEUANGAN (2)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026
sebesar Rp64.735.060.187,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(5.599.488.088) kemudian
dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp6.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar
Rp(2.785.245.964) sehingga terdapat penurunan entitas sebesar Rp(8.384.728.052)
sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp56.350.332.135,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula
dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar atas laporan keuangan. 
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir sampai dengan tanggal 31
Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan
Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan
perdasarkan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN

(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)



NERACA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN

(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)
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KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN

(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN

(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN

(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar atas laporan keuangan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan
Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun
2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.



Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian
Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan dengan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 

SAKTI terdiri dari beberapa Modul, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul
Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger Pelaporan
(GLP). SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja
yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan
Perubahan Ekuitas, laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Laporan
Keuangan ini memuat informasi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Anggaran pada
Kanwil DJKN Banten.

A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

A.3 BASIS AKUNTANSI

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Audited Periode Tahun 2025 Kanwil DJKN Banten
menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional,
dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan
Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkanbasis kas adalah basis
akuntansiyang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau
setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. 

A.4 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap
pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis. 
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai
wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat
sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi
kewajiban yang bersangkutan. 
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, Transaksi yang
menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dandinyatakan dalam mata uang
rupiah.



Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kanwil DJKN Banten Selaku
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah/Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara/Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang
Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama
pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan
Keuangan adalah sebagai berikut:
(1) Pendapatan- LRA 
      Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). 

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

(2) Pendapatan- LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan
direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan
pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut: 

1. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihanselesai dilaksanakan, 
2. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu

sewa, dan
3. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau

dokumenlain yang dipersamakan.
Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI



(3) Belanja 
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN Khusus pengeluaran melalui
bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi
berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

 
(4) Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi
berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

 
(5) Aset 
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset
Lainnya. 

1. Aset Lancar
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta
asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai
perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak
yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

b)Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan
hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban
secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.



Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable
value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.
Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh
tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya
adalah sebagai berikut: 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR)
yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai
Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
dikalikan dengan:  

1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; 
2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 
3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. 

2. Aset Tetap 
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah
maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. 
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai
berikut:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya
sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah); 

2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); 

3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di
atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan,
dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Kualitas
Piutang

Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0,5%

Kurang Lancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama
tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak
dilakukan peluansan

50%

Macet
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak
dilakukan pelunasan

100%



Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang
disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum
tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain
pada pos Aset Lainnya. 
Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca
pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang
undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

3. Penyusunan Aset Tetap
Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

1. Tanah;
2. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam

kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang
untuk dilakukan penghapusan.
Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester
tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap
semester selama Masa Manfaat
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan
Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
Penggolongan Masa Manfaat 

4. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima
dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat
direalisasikan.

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d. 40 tahun

Aset Tetap Lainnya 4 tahun



5. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka
panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak
ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga
perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. 
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus
dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak
dilakukan amortisasi.
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi
Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara
umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

      Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 

6. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang.

7. Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.
Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Software 4 tahun

Franchise 5 tahun

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang,
Desain Tata Letak Sirkiut Terpadu

10 tahun

Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas
Tanaman Semusim

20 tahun

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Variertas Tanaman
Tahunan

25 tahun

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak
Ekonomi Produser Fonogram

50 tahun

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I 70 tahun



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
Selama periode berjalan Satuan Kerja di lingkup Kantor Wilayah DJKN Banten telah
melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini
disebabkan oleh adanya perubahan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada
saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja,
yaitu: 

B1. Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp3.100.170.735,- atau mencapai 105 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan
sebesar Rp2.963.828.000. Pendapatan Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian
Keuangan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebesar Rp3.100.170.7359.

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 6 persen dibanding tahun sebelumnya.
Rincian pendapatan adalah sebagai berikut : 



B.1.1 Penerimaan Pajak
Realisasi Penerimaan Negara Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.100.170.735 dan Rp2.928.813.615
Penerimaan  Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 6 % dari TA 2024. 

Adapun rincian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:



B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.100.170.735 dan Rp2.928.813.615
Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 6 % dari TA 2024. 

B2. Belanja
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah Rp2.529.004.986 atau 77% dari anggaran belanja
sebesar Rp3.299.624.00,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai
berikut:

Sedangkan Rincian PNBP lainnya adalah sebagai berikut:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 77%.
Peningkatan realisasi belanja antara lain, sebagai berikut: 
1. Terdapat pagu anggaran untuk belanja modal pada TA 2025. 
2. Adanya peningkatan pagu anggaran pada belanja barang terutama pada belanja barang
operasional, belanja barang persediaan konsumsi, belanja pemeliharaan dan belanja
perjalanan dalam negeri. 
3. Terdapat peningkatan pagu bersumber PNPB yang berasal dari Rincian Output (RO) baru
pada lingkup Kanwil DJKN banten yaitu Risalah Lelang Usaha Mikro, Kecil, Menengah
(UMKM), Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan Penggalian Potensi Lelang
yang mengakibatkan meningkatnya pagu anggaran tahun 2025. 

Adapun rincian realisasi belanja TA 2025 dan 2024. Berikut rincian realisasi belanja TA
2025 dan 2024. 

B.2.1 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing
sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam
bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal. 

Tidak adanya Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 disebabkan Kantor Wilayah
DJKN banten telah mengimplementasikan sentralisasi belanja pegawai sesuai Peraturan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan
Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena
itu, pengelolaan Belanja Pegawai sejak bulan Agustus tahun 2020 beralih ke Kantor Pusat
DJKN 



B.2.2 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing
sebesar Rp 2.477.004.987 dan Rp2.914.118.909. Belanja Barang adalah pembelian barang
dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun
yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar
-15% dari Realisasi TA 2024. 

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan.



B.2.3 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing
sebesar Rp51.999.999 dan Rp4.962.341.050. Belanja Modal merupakan pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi.

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-
masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan
TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh:

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
adalah masing-masing sebesar Rp51.999.999 dan Rp646.150.000. Realisasi tersebut pada
TA 2025 mengalami penurunan sebesar -92% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan
oleh:



B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.316.191.050. Rincian sebagaimana terlampir:

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan
2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, rincian sebagaimana terlampir:

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya
Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, rincian sebagaimana terlampir:



B.2.4 Belanja Bantuan Sosial
Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing
masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan
TA 2024. Rincian Belanja Bantuan Sosial, sebagaimana terlampir:

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran
-



C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah
tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum
dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara. Per 31 Desember
2025 dan 2024, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah masing-masing sebesar Rp.0
dan Rp.0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.2 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang
(dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada
periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima
oleh pihak lainnya. Per 31 Desember 2025 dan 2024, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
adalah masing-masing sebesar Rp21.411.600 dan Rp95.565.494,-
Adapun rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut:

C.3 Belanja di Bayar di Muka
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal
neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau
jasa belum diterima seluruhnya. Per 31 Desember 2025 dan 2024, saldo Belanja di Bayar di
Muka adalah sebesar Rp 0- dan Rp 0. 
Adapun rincian Kas Belanja di Bayar di Muka adalah sebagai berikut: 



C.4 Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Per 31 Desember 2025 dan 2024,
jumlah Persediaan (Barang Konsumsi) adalah masing-masing sebesar Rp104.419.433,- dan
Rp99.388.505,- Adapun rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

C.5 Gedung dan Bangunan
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36,274,760,960.
Saldo tersebut mengalami kenaikan dengan ada nya penyelesaian pembangunan dengan
KDP, berupa pematangan lahan & pembangunan pagar Rusunara. Mutasi transaksi terhadap
Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 

C.6 Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap
Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp22.507.150. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap
Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : 



C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp31.084.305.952 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas
nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain
untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

C.8 Aset Lain-lain
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah Rp400.316.514,- Aset Lain-lain
merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak
lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai
berikut: 



C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah
Rp400.316.514,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya
yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya
merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau
masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker.
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan
nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan
amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember
2025 adalah sebagai berikut:

C.10 Utang Kepada Pihak Ketiga
Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar
Rp0,- dan Rp34.800.673,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih
harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari
12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga
per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

C.11 Ekuitas 
Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp56.350.332.135,-
dan Rp64.735.060.187. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.



D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.100.170.735 dan Rp2.928.813.615. Realisasi
pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya
sebesar 6%. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut 

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.2 Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
adalah masing- masing sebesar Rp7.421.429 dan Rp7.929.410. Beban Persediaan
merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk
barang barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan
Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -6 persen dibandingkan dengan Tahun 2024.
Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut 



D.1 Beban Barang dan Jasa
Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan
2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.404.860.359 dan Rp1.865.276.704. Beban Barang
dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang
timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban
Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 25 persen dibandingkan
dengan Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah
sebagai berikut :

D.4 Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah
masing-masing sebesar Rp691.575.444 dan Rp596.012.054. Beban Pemeliharaan
merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya
yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami
kenaikan sebesar 16 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan
beban pemeliharaan disebabkan adanya kegiatan renovasi gedung. Rincian Beban
Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :  



D.5 Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
adalah masing-masing sebesar Rp378.069.946 dan Rp452.830.151. Beban PerjalananDinas
merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas,
fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar
16.51% disebabkan oleh penurunan yang tidak signifikan, karena kegiatan di efisiensikan
semaksimal mungkin. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah
sebagai berikut:

D.6 Beban Peenyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025
dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.233.118.133 dan Rp1.176.456.420. Beban
Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai
suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset
yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi
penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud Rincian Beban Penyusutan dan
Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagaiberikut 

D.7 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp152.242.000 dan Rp6.702.000. 



E.1 Ekuitas Awal
Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing
masing sebesar Rp64.735.060.187 dan Rp43.939.980.255.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS

E.2 Surplus / Defisit LO
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adalahsebesar Rp(5.599.488.088) dan Rp(1.075.053.662). Surplus/Defisit
LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar
biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk Desember
2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah
sebesar Rp6.000.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset
Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-
masing sebesar Rp.0 danRp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai
persediaan akibat penerapan kebijakanharga perolehan terakhir

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan
karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar
Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai
berikut:



E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi
Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing
masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas
reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset
Selisih RevaluasiAset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 danRp.0,00. Revaluasi tersebut
berasal dari Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan
pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.



E.4.6 Koreksi Lain-Lain
Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.000 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain
merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas
pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah
Koreksi Lain-Lain terdiri dari:

E.4.7 Transaksi Antar Entitas
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(2.785.245.964) dan
Rp4.973.677.594. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih
entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun
KL dengan BUN. terdiri dari :

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda
tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
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	B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
	B.1.1 Penerimaan Pajak Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Penerimaan Pajak TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:
	Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:
	B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp77.395.288.395 dan Rp59.877.690.668 Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 29% dari TA 2024.
	Sedangkan Rincian PNBP lainnya adalah sebagai berikut:
	B2. Belanja Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah Rp10.136.527.375 atau 53% dari anggaran belanja sebesar Rp19.076.870.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:
	Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalam penurunan sebesar 53%. Peningkatan realisasi belanja antara lain, sebagai berikut:  1. Terdapat pagu anggaran untuk belanja modal pada TA 2025.  2. Adanya peningkatan pagu anggaran pada belanja barang terutama pada belanja barang operasional, belanja barang persediaan konsumsi, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dalam negeri.  3. Terdapat peningkatan pagu bersumber PNPB yang berasal dari Rincian Output (RO) baru pada lingkup Kanwil DJKN banten yaitu Risalah Lelang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan Penggalian Potensi Lelang yang mengakibatkan meningkatnya pagu anggaran tahun 2025.
	Adapun rincian realisasi belanja TA 2025 dan 2024. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan 2024.
	B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
	Tidak adanya Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 disebabkan Kantor Wilayah DJKN banten telah mengimplementasikan sentralisasi belanja pegawai sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena itu, pengelolaan Belanja Pegawai sejak bulan Agustus tahun 2020 beralih ke Kantor Pusat DJKN
	B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.754.827.980 dan Rp10.018.742.782. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar -2.63% dari Realisasi TA 2024.  Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan.
	B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp381.699.395 dan Rp6.881.601.471. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
	B.2.3.1 Belanja Modal Tanah Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh:
	B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp381.699.395 dan Rp2.265.423.021. Realisasi tersebut pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar -83% dibandingkan TA 2024.
	B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.616.178.450. Rincian sebagaimana terlampir:
	B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, rincian sebagaimana terlampir:
	B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, rincian sebagaimana terlampir:
	B.2.4 Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Rincian Belanja Bantuan Sosial, sebagaimana terlampir:
	B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran -
	C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
	C.4 Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Per 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah Persediaan (Barang Konsumsi) adalah masing-masing sebesar Rp237.128.560 dan Rp203.307.196. Adapun rincian Persediaan adalah sebagai berikut:
	C.5 Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp60.459.265.874. . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
	C.6 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp82.889.550. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :
	C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.474.769.208 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :
	C.8 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 adalah Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasikan dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:
	C.9 Aset Lain-lain  Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah Rp0,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.
	C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp619.530.264 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:
	C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.860.729.542 dan Rp19.700.297.293. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut
	C.12 Ekuitas  Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp205.706.632.294 dan Rp191.990.777.773. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
	D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL
	D.3 Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.562.353.953 dan Rp6.070.825.814. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 8 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :
	D.4 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.421.073.464 dan Rp2.274.077.741. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :
	D.5 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.574.907.036 dan Rp1.493.696.179. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 5.44 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:
	D.6 Beban Peenyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.829.081.872 dan Rp2.928.970.614. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagaiberikut
	D.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:
	D.8 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp313.390.000 dan Rp316.848.789.
	D.9 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing -masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.
	D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0- dan Rp0,-.
	D.11 Pos Luar Biasa Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-maisng sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:
	E.  PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN         PERUBAHAN EKUITAS
	E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.
	E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Selisih RevaluasiAset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 danRp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:
	E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp16,896,456,000.
	E.4.6 Koreksi Lain-Lain Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.000 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah Koreksi Lain-Lain terdiri dari:
	E.4.7 Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(68,636,087,679) dan Rp(41.346.577.915). Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN terdiri dari :

	4b24296dcf9e473ab57bd1d10b478aca_Audited_LK_UAKPA_TA_2025_Banten.pdf.pdf (p.38-72)
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	Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinya.         Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.       Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil DJKN Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuang
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	B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
	B.1.1 Penerimaan Pajak Realisasi Penerimaan Negara Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.100.170.735 dan Rp2.928.813.615 Penerimaan  Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 6 % dari TA 2024.
	Adapun rincian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:
	B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.100.170.735 dan Rp2.928.813.615 Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 6 % dari TA 2024.
	Sedangkan Rincian PNBP lainnya adalah sebagai berikut:
	B2. Belanja Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah Rp2.529.004.986 atau 77% dari anggaran belanja sebesar Rp3.299.624.00,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:
	Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 77%. Peningkatan realisasi belanja antara lain, sebagai berikut:  1. Terdapat pagu anggaran untuk belanja modal pada TA 2025.  2. Adanya peningkatan pagu anggaran pada belanja barang terutama pada belanja barang operasional, belanja barang persediaan konsumsi, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dalam negeri.  3. Terdapat peningkatan pagu bersumber PNPB yang berasal dari Rincian Output (RO) baru pada lingkup Kanwil DJKN banten yaitu Risalah Lelang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan Penggalian Potensi Lelang yang mengakibatkan meningkatnya pagu anggaran tahun 2025.
	Adapun rincian realisasi belanja TA 2025 dan 2024. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan 2024.
	B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
	Tidak adanya Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 disebabkan Kantor Wilayah DJKN banten telah mengimplementasikan sentralisasi belanja pegawai sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena itu, pengelolaan Belanja Pegawai sejak bulan Agustus tahun 2020 beralih ke Kantor Pusat DJKN
	B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2.477.004.987 dan Rp2.914.118.909. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar -15% dari Realisasi TA 2024.
	Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan.
	B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp51.999.999 dan Rp4.962.341.050. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
	B.2.3.1 Belanja Modal Tanah Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh:
	B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp51.999.999 dan Rp646.150.000. Realisasi tersebut pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar -92% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh:
	B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.316.191.050. Rincian sebagaimana terlampir:
	B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, rincian sebagaimana terlampir:
	B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, rincian sebagaimana terlampir:
	B.2.4 Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Rincian Belanja Bantuan Sosial, sebagaimana terlampir:
	B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran -
	C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
	C.4 Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Per 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah Persediaan (Barang Konsumsi) adalah masing-masing sebesar Rp104.419.433,- dan Rp99.388.505,- Adapun rincian Persediaan adalah sebagai berikut:
	C.5 Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36,274,760,960. Saldo tersebut mengalami kenaikan dengan ada nya penyelesaian pembangunan dengan KDP, berupa pematangan lahan & pembangunan pagar Rusunara. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
	C.6 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp22.507.150. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :
	C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp31.084.305.952 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :
	C.8 Aset Lain-lain
	Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah Rp400.316.514,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:
	C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp400.316.514,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:
	C.10 Utang Kepada Pihak Ketiga Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp34.800.673,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut
	C.11 Ekuitas  Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp56.350.332.135,- dan Rp64.735.060.187. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
	D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL
	D.1 Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.404.860.359 dan Rp1.865.276.704. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 25 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :
	D.4 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp691.575.444 dan Rp596.012.054. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 16 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya kegiatan renovasi gedung. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :
	D.5 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp378.069.946 dan Rp452.830.151. Beban PerjalananDinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 16.51% disebabkan oleh penurunan yang tidak signifikan, karena kegiatan di efisiensikan semaksimal mungkin. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:
	D.6 Beban Peenyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.233.118.133 dan Rp1.176.456.420. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagaiberikut
	D.7 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp152.242.000 dan Rp6.702.000.
	E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
	E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.
	E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Selisih RevaluasiAset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 danRp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:
	E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.
	E.4.6 Koreksi Lain-Lain Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.000 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah Koreksi Lain-Lain terdiri dari:
	E.4.7 Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(2.785.245.964) dan Rp4.973.677.594. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :


